WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : W40 kg, usu - Pinkes /2017

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DI KOTA CIMAHI TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA CIMAHI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan mengenai  Alokasi
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah di Kota Cimabhi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);




10.

U'ndung-Undzmg Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun
2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional;




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU
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12

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran
Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

Nota dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota
Cimahi kepada Wali Kota Cimahi Nomor
440/3289/Dinkes/2017 tanggal 25 Oktober
2017, perihal Alokasi Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah di Kota
Cimahi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG ALOKASI
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DI
KOTA CIMAHI TAHUN 2018.

Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Milik Pemerintah di Kota Cimahi

Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah di Kota Cimahi
sebesar 60% (Enam Puluh Persen);

b. alokasi untuk pembayaran Dukungan Biaya
Operasional Pelayanan Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah di Kota Cimahi ditetapkan 40%
(Empat Puluh Persen) dengan rincian sebagai
berikut :

1. obat, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai sebesar 15% (Lima Belas
Persen);



KEDUA

2. kewgiatan operasmional pelavanan kesehatan
llunnya sebesar 25% (Dua Puluh Luna

Persen);
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cimahi

pada tangual 7 Ditservieer 2007

WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA




